PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
NOMOR : 10 TAHUN 1994
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pembangunan
‘ Masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dan pening-
katan Koordinasi dan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan,
dipandang perlu untuk menata kembali Orgqanisasi Kantor Pembangunan
Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ‘sebagaimana telah
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun

1978 ;
. bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Desa Propinsi
Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka
dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Pembanqunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat 1II

Bantaeng dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Bantaeng.
Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat IT di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara RI NOmor 3037 );

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
{ Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3153 );

4. Peraturan ............




4, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ( Lemba-
ran Negara RI Tahun 1992 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3487 };
6. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan
Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa ;
7. Reputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengaduan Usul
Penangangkatan dalam Jabatan Struktural ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa
Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa
Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negéri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan :
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 1993 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
Dengan Persetujuan Dewan Pervakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bantaeng.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG ORGA-
NISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANTAENG.




palam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

Bantaeng ;

. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng ;

. Kantor Pembanqunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan

Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kepala Kantor

Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

. Desa adalah suatu vilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk

sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah dan

: langsung dibavah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

» Kelurahan adalah suatu vilayah yang tempati oleh sejumlah penduduk

yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah

Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri :

. Lembaga  Ketahanan Masyarakat Desa adalah lembaga  ketahanan

masyarakat yang ada di Desa dan Kelurahan dalam vilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bantaeng.
BAB II
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2



r DPembangunan Masyarakat Desa adalah Unsur Pelaksanaan

(1). Kanto
Wilayah/Daerah yang berada dibawah dan bertangqung jawab kepada

Kepala Daerah dan dibina secara Tehnis Fungsional oleh Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I.
(2). Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan desa, ketahanan masyarakat desa, sumber daya desa,
pemukiman desa serta pendaya gunaan teknologi tepat guna.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Pemban-
gunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana pelaksénaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan
pertimbangan pemberian perijinan, dan pembinaan tehnis dibidang
pembangunan masyarakat desa ;

b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan yang masuk di desa dan
pengembangan prakarsa dan svadayé gotong royong masyarakat dalam
kegiatan pembangunan masyarakat desa ;

€. Penilaian dan penyusunan laporan dibidang pembangunan masyarakat
desa ;

d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan pembangunan masyarakat desa.

BAB III
ORGANISASI
pasal 5

Pola Organisasi Kantor Pembanqunan Masyarakat Desa adalah pola
minimal.
Pasal 6
- Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari
d. Sub. Bagian Tata Usaha ;

(1)

b, 8ekS1. s wiwesions




b. Seksi Pengembangan Desa ;

c. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ;

d. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa ;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini adalah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah
ini.

Sub. Bagian Tata Usaha
Pasal 7

(1). Sub. Bagian tata usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusu-
nan rencana dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan
kesekretariatan yang meliputi kepegavaian, mengelola urusan keuan-
gan, urusan rumah tangga, urusan ketata usahaan serta pemantauan
pengumpulan data dan penyusunan laporan ;

(2). Sub.Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala.

} Pasal 8
Untuk  meyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 diatas

Sub.Bagian tata usaha mempunyai pungsi :

a. Koordinasi penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan

masyarakat desa dan penyusunan laporan ;

b. Koord1n351 dan penylapan naskah perundang-undangan dlbldang pemban-

gunan: nasymrakat desa ; :

C. Pemantauan, - penllalan, pengumpulan dan analisa data tentang hasil

peLeksanaan tugas ;

d. Pelakcanaan uzusan kepegavaian ;

e. Pengelolaan urysan keuangan ;

£. Pelaksanaan “brusan rumah tangga ;

gn Pelaksanaan urwsan ketata usahaan pembangunan masyarakat desa.

‘ Pasal 9 ........0ne

o
/



Pasal 9
gub.Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Perencanaan ;
b. Urusan Kepegavaian ;
¢. Urusan Keuangan :
d. Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha.
~Pasal 10

.{1). Urusan perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program,

penqumpulan data, pemantauan, pelapo:én serta menyiapkan naskah
peraturan perundang-undangan dan dokumentasi ;

{(2}. Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian

{3). Urusan keuangan mempunyai tugas menyusun rencana  anggaran
pembiayan,pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan tehnis
pelaksanaan anggaran ;

(4). Urusan rumsh tangga dan tata vsaha mempunyai tugas wmelaksanakan
urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang
inventaris dan urusan perjalanan dinas serta surat menyurat, pen
getikan dan penggadaan.

Seksi Pengembangan Desa
Pasal 11

Seksi pengembangan desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
pengembangar desa dan pemdaya gunaan teknelogi tepat gquna yang meliputi
pendataan, evaluasi dan lomba desa, unit daerah kerja pembangunan, tata
desa, pengembangan kavasan terpadu dan pemasyarakatan teknologi tepat
quna.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersehut pada pasal 11 diatas seksi

pengembangan desa mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan ........ S
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pengumpulan data dan evaluasi program-prqram pembangunan yang masuk
desa
Bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan desa ;
pepyusunan rencana dan program pengembangan managemen pembangunan
masyarakat desa ;
gimbingan dan petunjuk tehnis penerapan pola tata tesa, pematauan

serta evaluasi tingkat perkembangan desa ;

. Bimbingan tehnis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu ;

. Pembinaan dan bimbingan tehnis pengelolaan pembangunan desa terpadu

Bimbingan tehnis pelaksanaan program kerjasama pengkajian teknologi

tepat quna ;

. Bimbingan dan petunjuk tehnis dalam rangka memasyrakatkan dan meman-

faatkan teknologi tepat guna ;

. Bimbingan teknis pelaksanaan program kerjasama dan pengkajian tek-

nologi tepat quns ;

. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program tingkat perkembangan

desa pendayagunaan teknologi tepat guna.
Pasal 13
Seksi Pengembangan Desa terdiri dari :

. Sub. Seksi Pendataan, Evalvasi dan Lomba Desa ;

Sub. Seksi Unit Dserah Kerja Pembanqunan ;

. Sub. Seksi Tata Dessz ;
. Sub. Seksi Pencembanaan Kavasan terpadu ;

- Sub. Seksi Pendayagunaan Teknologi tepat guna.

Pasal 14

(1). Sub. Seksi pendataan, evaluasi dan lomba desa mempunyai tugas

melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi data tingkat
Derkembangan desa serta mempersiapkan petunjuk tehnis dan melaku-
kan bimbingan pelaksanaan perlombaan desa ;

(2). Sub Seksi ....iiuvnns




. Sub Seksi unit daerah kerja pembangunan mempunyai tucas memper-
8 : pe

ol

——
—

siapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan tehnis
mengembangkan sistia perencanaan pembangunan desa dan kecamatan
serta pembinaan potensi sumber daya manusia ;

Sub, Seksi tata desa mempunyal tugas menyususn petunjuk dan mem-
herixan bimbingan tehnis pola tata desa yanqg meliputi tata ruang
desa dan tata masyarazkan desa ;
Sub. 8eksi pengembangan kawasan terpadu mempunyai tugas melakukan
scudi  dan penyusunan proqram, mempersiapkan bahan  pembinaan
tehnis  dees miskir, perhatasan, texisolir, kritis nminus, padat
penduduk, kumuh, terkebelakang dan rawang bencana alam melalui
progvam perhangunan kawasan ferpads ;

Sub, Seksi pendayagunaan feknologi tepat guna mempunyai tugas
mempersiapkan petuniuk tehnis dan melakukan bimbingan pelaksanaan
keria sama, pengembangan dan nemasysrakatkan teknologi tepat gquna.

.

hapan Masvarakat Desa

" Pasal 15

Seksi Kata

Sexsi kstahanan masyarakat desa Mempunyai tngas  pelaksanaan

_ kebijakan dikbidang ketahanan nasvarakat desa vang meliputi peningkatan

peranan kelenhagaan masyerakat desa, himbingan dan metivasi, meningkat-

kan ketecampilan masyarakat @zr peningkatan kesejateraan kelvarga.

Pasal 16

Untuk nenyelenggavakan tuqas tersehut pada nasal 15 diatas, seksi

Ketahanan pasyarakat desa memninvai fungsi ¢

a. Pengumpulan dan pengolahan data serta peaynsunan program peningkatan

peranan kelembagaan masvaraka® desa ;

b. Pembherian ..........



b.

C.

pemberian bimbingan tehnis dan motovasi terhadap kegiatan lenbaga
ketahanan masyarakat desa, lembaga svadaya masyarakat desa iainnya
pelakukan upaya-upaya bagi peningkatan gesejahteraan keluarga dan
pengembangan perpustakaan Desa ;

pempinaan dan peningkatan pengetahuan gan keterampilan pengurus
lembaga ketahanan pasyarakat desa, pembinaan kesejahteraan keluarga,
lembaga svadaya masyarakat desa lainnya dan masyarakat pada umumnya
serta peningkatan peranan vanita dan generasi muda.

pasal 17

geksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri :

a.
b.
c.
d.

sub. Seksi peningkatan peranan kelembagaan wasyarakat cesa ;
Sub. Seksi bimbinqéﬁ, motivasi dan svadaya masyarakal ;

Sub. Seksi peningkatan geterampilan masyarakal ;

Sub. seksi peningkatan kesejahteraan keluarga.

pasal 1§

(1). Sub. Seksi penigkatan peranal kelembagaan masyarakat desa

pempunyal tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan
terhadap iembaga ketahanan masyarakat desa daidm rangka keter-

paduan, keserasian dai eberhasilan pembangunan Gesa ;

(Z). Sub. Seksi bimpingan, moLivasi Jan svauaya pasyarabat mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan pahan untuk memberikan bimbingan dan
motivasi dalam rangka meningkatkan kesadazan'dan tanggung Jjawab
masyarakat dalam pembangunan gan peLgembangan perpustakaan desa

serta pengembangan svadaya masyarakat dalam pembargunan ;

(3). Sub. Seksi peningkatan keterampilan asyarakat mempunyal tugas

mempersiapkan petunjuk  dan pelaksanakan usaha  peningkatan
pengetahuan can keterampiian pasyaraiat ;

(4], Sub. Jeldl sevrvvenens
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(4). Sub. Seksi kesejateraan keluarga mempunyai tugas melaksanakan
usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga serta peningkatan
peranan wanita dan generasi muda.

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa
Pasal 1% }

Seksi usaha ekonomi dan pemukiman desa mempunyai tugas melaksana-
kan kebijakan dibidang perekonomian dan pemukiman desa yang meliputi
.pembangunan baik berasai dari pusat maupun daerah, pembangunan
prasarana dan sarana desa, peningkatan produksi dan usaha perkreditan,
pendaya gunaan tenaga kerja dan sektof informal, bimbingan tata
pemukiman, pengembangan sumber daya desa dan pengembangan lingkungan
desa.

‘ Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 diatas, seksi
usaha ekonomi dan pemukiman desa mempunyai fungsi ;

a. Penyusunan progzram dan pemberian bimbingan tekhnis pelaksanaan dan
evaluasi bantuan pembangunan desa ;

b. Penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor
informal peningkatan peranan dan fungsi badan pembimbing dan
pelindung koperasi unit desa dan koperasi serta usaha kelurahan ;

€. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan
perkreditan, lumbung desa dan tabungan masyarakat desa ;

d. Bimbingan usaha peningkatan produksi, pemasaran dan lapangan kerja ;

€. Pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan
serta penyusunan program kerja sama dan peran serta masyarakat dalam
usaha ekonomi dan bemukiman desa ;

£. Pemberian bimbingan terhadap masyarakat desa, pemanfaatan
pelestarian sumber daya alam ;

9. Penqumpulan dan analisa data serta penyusunan program pengembagan

Prasarana desa ;

h. Pengumpulan ..........
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‘gu.pulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengem-
~ pangalt pemukinan dan lingkungan desa yang sehat dan serasi ;
3ﬂi, penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerja sama
renabilitasi sumper daya desa ;
. j. Penyusunad program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu
‘ perumanan.

Pasal 21

gub. Sexsi usaha exonomi dan pemukiman Desa terdiri dari :

a. Sab Seksi Bantuan Pembangunan ;

5. Sub sexsi Perkredifan ;

c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal ;

d. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa ;

e. Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan.

Pasal 12

(1) Sub Seksi bantuan pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan
pembinaan, menyusun petunjuk tehnis pelaksanaan dan mempersiapkan
iaporan peiaksanaan bantuan pembangunan ;

(2) Sub Seksi perkreditan dan produksi mempunyai tugas mempersiapkan
bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha
ekonomi desa, perkreditan termasuk industrl rumah tangga, lusbung
desa dan tabungan masyarakat ; _

{3) Sub Seksi tenaga kerja dan sektor informal mempunyai tugas melaku-
Kan pembinaan téhnis, memberikan bimbingan pengembangan tenaga
kerja pengembangan tenaga kerja serta penyusunan program kerja sama

da . s A ! .
I peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman desa ;

(4)

Su i 3 y

b Seksi prasarana dan sarana Desa mempuny3i tugas menyusun
tun j B s 5

Petunjuk tekinis dan bimpingan pengembangan prasarana dan sarana ;

{5} Sub SekSi cevevennses




(5) Sub Seksi tata pemukiman sumber daya desa dan lingkungan .desa
mempunyai tugas mengolah data dan menyusun pIogram penataan pemuki-
pan dan perumahan serta melakukan pembinaan dan pemeliharaan pele-
starian sumber daya desa dan lingkungan desa.

5AB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
_Pasal 23
Kelompok Jjabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian
tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahliannya.
Pasal 24

(1) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pésal 23 terdiri dari sejumlah
tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelom-
bok sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada
dilingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa oleh Kepala Daerah
dan bertanggung javab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat
Desa ;

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan

. kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1) diatur
dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAR V
TATA KERJA
Pasal 25
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pembangunan Hasyarakat
Desa, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan
Kepala Sub Seksi vajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi cevesensee
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) sinkronisasi secara pertikal dan horisontal baik dalam lingkﬁngan

pasing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lian“ngan

pemerintah di daerah serta Instansi laln sesual Gengan tugas pukﬁknya

pasinc-masing.

i)

(3)

(4}

{1)

(2)

(3)

Pasal 26
Setiap pimpinan satuan crganisasi dalam lingkungan Kantor
Pembangunan Masyarakat Desa mengkoordinasikan bavahannya maﬁing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 931ak5§naan

tugas bavahan;

} Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan BeNbyati

petnnjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing~masing
dan menyawnaikan lsnoran secarz berkala dan tepat wakte
Laporan penvelenggaraan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Do
pada masing-masing tingkatan,pemerintah,disampaikan kepada Pejapat
yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu Serta
d;kecxdinasikaa oleh nefabat vang herfanggung Jawab dibidang
kesekretariatan ;
Setiap laporan vang diterima oleh pimpinan satuan organisasi da?i
bavahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan PeNYUsynan
laporan lehih lanjot 4an untuk memberikan petunjuk-petunjuk kﬁpada
havahan.

Pasal 27
Para  ¥emala Seksi pada Kantor Pembangunan ¥3asyirakat Bocs
menyampaikan laparan kepada Kepala Kantor Pembanguaan Masyalakat
Desa ;
Kepala Sub. Bagian Tata YUsaha Kantor Pembangunan Masyarakat Desa
menyusun laporan berkaia Xepala Kantor Pembancunan Masyarakat Desa;
Kepala Kantor Pembanqunan Masyarakat Desa menyanpaijran iﬁhran
berkala kepada Kepala Daerah dan Guhbernnr Repala Daerah Tingm% I
Cq.Kepala Kantor Pemhanqunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah ?ing—
kat I Sulavesi Selatan.

Pacal 28 .




Pasal 28 ‘
Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa atas nama Kepala Daerah
~ gemberikan pembinaan langsung kepada Camat dibidang perencanaan, pelak-

4 sanaan, wonitoring dan evaluasi pembangunan masyarakat desa di kecama-

y tan.
BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal’ 29
'Kepala Kantor Pembanqunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhenti-
kan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan atas usul
Kepala paerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Kantor
pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
Pasal 30
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegavaian diatur
sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.
BAB VII
PEMBIAYAAN
pasal 31

Segala biaya yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas Kantor

Pe;bangnnan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daezah,“ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Sulavesi
Selatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
’ Pasal 32
Dengan tidak menqurangi ketentuan tersebut pada pasal 31, Kepala
Kantor Pembanqunan Masyarakat Desa dapat diberikan bantuan sesuai
peraturan perundang-Undangan yag berlaku.
BAR VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan- -
ketentuan lain yang bertentang dengan peraturan daerah ini dinyata-
kan tidak berlaku lagi ;




..15-

(2) Hal yang belum diatur dalam peraturan daserzh ini, s%an diatur
kemudian dengan Surat Kepetusan Bupati ¥epala Daerah sepanjang
pengenai pelaksanaannva,

RARB 7Y
KETENTIAN PENUTUD
Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai herlaln seizk fanggsl diundangkan.

Agar setiap oranq dapat menge*ahuinva, memerintahkan pengundangan
peraturan daerab ini dengan penempatannya 23lam Lemhazan Deerah Fabupa-
ten Daerah Tingkat II Bataenq.

Ditetapkar di : Rantaeng
Pada %angzal ¢ & Wopepber 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARRAH

KABUPATEN DAERAH TE.TI BANTAENG RUPATT KEDPALE DARRAH
KETUA
Cap/ttd ’ fan/td
ABD. SAMAD MUSTADJAR,RA Drs F.¥.SATD SAGGAR
Diundangkan dalam Lemharan Daerah Yieakkan Al Cubernur
Kabupaten Daerah Tk.II Bantaena Kerala Caezah Tk.I Sula-
Nomor 4 Tahun 1995 Seri D Nomor 4 vesi f21atan dengan Surat
‘tanggal 1 Agustus 1995, | Yeantuaan Nowonr 525/91/95

G

DrerH HAPPATOBA

e

' §anqkat : Pemhina Tk T
NIP @ 010037 065
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NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT 11 BANTAENG
POLA MINIMAL STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN
S MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

e e ————— A mmm A m e m e Em ST =T IITISISIZITISSZSSS
T bt e e

KEPALA KANTOR

SUB BAGIAN
{ TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN FUNG- .
SIONAL X i :
URUSAN URUSAN URUSAN URUSAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN RUMAH TANG
GA & T.U
SEKSI SEKSI i SEKSI
PENGEMBANGAN KETAHANAN MASYARA-{ USAHA EKONOMI
DESA KAT DESA DAN PEMUKIMAN
DESA
SUB SEKSI ' . SUB SEKSI ' SUB SEKSI
——{ PENDATAAN,EVA- | PENINGKATAN PERAN BANTUAN PEMBA-
LUASI DAN LOMBA K.M.D NGUNAN
'k DESA
[
h %
. SUB SEKSI SUB SEKSI " SUB SEKSI
— UNIT DAERAH KER| [~ BIMBINGAN MOTIVASI . PERKREDITAN DAN-}
JA PEMBANGUNAN & SWADAYA MASY. PRODUKSI
SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
—| TATA DESA PENINGKATAN KETE- —1 TENAGA KERJA DAN
: RAMPILAN MASY. SEKTOR INFORMAL
SUB SEKSI | sus seksI ~ 8UB SEKSI
——  PENGEMBANGAN PENINGKATAN KESE- —— PRASARANA DAN
KAWASAN TERPADU JAHTERAAN KELUARGA SARANA DESA
SUB SEKSI SUB SEKSI
L__ PENDAYAGUNAAN | | TATA PEMUKIMAN, ¥
TEKNOLOGI TEPAT 55D DAN LD. :
GUNA
DEWAN PERWXKILAN RAKYAT DAEﬁAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DATI II BANTAENG
KETU-A Phdle/Cap
Ttde/Cap

ABD. SAMED MUSTADJAB,BA. Drs. H.M.SAID SAGG




